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PERATURAN WALIKOTA BONTANG

NOMOR 50TAHUN2015

TENTANG

PENIABARAN PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelakanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu

ditetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Penjabaran

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania

Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun An ggaran 2014;

z.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851J;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur

dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembara Negara Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355J;

4.



B.

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung fawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400J;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 50491;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DewanPerwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503J yang telah diubah menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575J;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45771;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaporan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578J;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45851;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
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Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang

pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Bontang Tahun 2 013 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2014

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bontang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran

2014 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 flembaran

Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 8J;

MEMUTUSKAN

zz,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA
PERTANGGUNGIAWABAN

TENTANG PENJABARAN

PEIIIKSANAAN ANGGARAN

terdiri dari:

160,367.872.157 ,65

r.272.r80.697.143,00

82.494.854.935,43

378.796.022.23t,37

0,00

0,00

34.496.482.53t,00

1.029.342.000,00

PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.

b. Dana Perimbangan Rp.

c. Lain - lain pendapatan Sah Rp.

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Bunga

3. Belanja Subsidi

4. Belanja Hibah

5. Belanla Bantuan Sosial

fumlah Pendapatan Rp r.455.043.424.236.08

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.



6. Belania Bagi Hasil

7. Belania Bantuan Keuangan

8. Belanja Tak Terduga

fumlah

Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan fasa

3. Belanja Modal

Jumlah

fumlah Belanja

Surplus [Defisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

f umlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan

1.033.337.450.699,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp

0,00

346.953.166,00

0,00

354.668.799.92A31

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

89.89A.725.217,00

491.43 5.680.898,00

452.003.044.584,00

Rp.

Rp.

Rp.

t.388.006.250.627,3L

67 .037 .t73.608,77

329.096.039.700,76

50.685.000.000,00

278.411.039.700,7 6

Rp. 345.,r48.213.309,53

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam lampiran I Peraturan Walikota Bontang ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota Bontang ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan walikota Bontang ini.



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal 5 Oktober 2 015

WALIKOTA BONTANG

ADT DARMA

Diundangkan di Bontang

Pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

LEMBAMN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 50


